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Penelitian ini bertolak karena adanya perbedaan pendapat oleh anggota
Fungsional Perancang Peraturan Perundang-Undangan Kanwil Kemenkumham
Kalimantan Selatan. Bahwa judicial review Ketetapan MPR dapat dilakukan oleh
lembaga kekuasaan kehakiman antara lain Mahkamah Konstitusi dan lembaga
tersendiri.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kedudukan dan judicial review
Ketetapan MPR menurut perspektif Fungsional Perancang Peraturan Perundang-
Undangan Kanwil Kemenkumham Kalimantan Selatan.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research) atau penelitian
hukum empiris. Penulis langsung ke lokasi penelitian untuk mencari serta menggali
data yang diperlukan dengan melakukan wawancara kepada informan, sesuai dengan
masalah yang diteliti. Setelah data didapat, penulis mengolah dan menganalisis data
tersebut secara kualitatif.

Berdasarkan hasil wawancara maka penulis memperoleh data, semua
informan sepakat bahwa kedudukan Ketetapan MPR sebagai salah satu jenis
peraturan perundang-undangan posisinya berada di bawah Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada hierarki peraturan perundang-
undangan. Mengenai judicial review Ketetapan MPR sendiri, terdapat perbedaaan
pendapat diantara mereka, yaitu ada enam informan menginginkan judicial review
Ketetapan MPR diuji oleh Mahkamah Konstitusi, dua informan lainnya
menginginkan diuji oleh lembaga tersendiri dan dua informan lainnya lagi
menyatakan bahwa tidak ada lembaga kekuasaan kehakiman yang dapat melakukan
pengujian terhadap Ketetapan MPR.



